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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                    NOMOR 40/PMK.02/2013             
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 35/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN,  

PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN   
YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PT ASKES (PERSERO) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 35/PMK.02/2011 telah diatur ketentuan 
mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, 
pencairan, dan  pertanggungjawaban dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang kegiatannya 
dilaksanakan oleh PT Askes (Persero); 

b. bahwa dalam rangka keakuratan pengalokasian dana 
program asuransi kesehatan yang dilaksanakan oleh                 
PT Askes (Persero), perlu diatur ketentuan mengenai 
penghitungan besaran kebutuhan dana dan 
pelaksanaan rekonsiliasi atas dana APBN yang 
kegiatannya dilaksanakan oleh PT Askes (Persero); 

c.  bahwa sehubungan dengan huruf  b tersebut di atas, 
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 tentang Tata 
Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan 
Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya 
Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero); 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, 
Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban 
Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT 
Askes (Persero); 

Mengingat :  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, 
Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya 
Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero). 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 35/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA 
PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN YANG 
KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH  PT ASKES 
(PERSERO). 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, 
Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan 
Oleh PT Askes (Persero) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 7 Pasal 1 diubah, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes 

(Persero) adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan untuk membayar Iuran Asuransi Kesehatan, 
Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran dan Perintis 
Kemerdekaan, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri 
dan Pejabat Tertentu, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung 
Mahkamah Agung serta Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat 
Kesehatan Canggih. 
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2. Iuran Asuransi Kesehatan adalah kontribusi dana yang diberikan 
oleh pemerintah setiap bulan untuk penyelenggaraan asuransi 
kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun 
termasuk Menteri dan Pejabat Tertentu, serta Ketua, Wakil Ketua, 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim 
Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung. 

3. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran dan Perintis 
Kemerdekaan adalah iuran yang dibayar pemerintah kepada 
badan penyelenggara untuk pemeliharaan kesehatan veteran dan 
Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya termasuk didalamnya 
janda/duda/anak yatim piatu dari Veteran dan Perintis 
Kemerdekaan. 

4. Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih adalah 
kontribusi dana yang diberikan pemerintah setiap tahun untuk 
penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, 
Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta 
keluarganya, termasuk didalamnya janda/duda/anak yatim piatu 
dari Veteran dan Perintis Kemerdekaan. 

5. PT Askes (Persero) adalah badan penyelenggara yang 
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi 
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis 
Kemerdekaan beserta keluarganya, Menteri dan Pejabat Tertentu, 
serta Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung 
Mahkamah Agung. 

6. Pegawai Negeri Sipil adalah calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 
Negeri Sipil, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999. 

7. Veteran adalah Veteran sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik 
Indonesia. 

8. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Ptps Tahun 1964 
tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis 
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. 

9. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat 
Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan 
fasilitas pelayanan paling tinggi selama melaksanakan tugasnya. 
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10. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim 
Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung 
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan fasilitas 
pelayanan paling tinggi selama melaksanakan tugasnya. 

11. Penerima Pensiun adalah: 
a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; 
b. Anggota TNI, Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri yang berhenti dengan 
hak pensiun; 

c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun, termasuk 
anggota Dewan Perwakilan Daerah; 

d. Janda atau duda atau anak yatim piatu dari Pegawai Negeri 
Sipil, Anggota TNI, Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri serta Pejabat Negara 
yang mendapat hak pensiun, termasuk anggota Dewan 
Perwakilan Daerah. 

12. Keluarga adalah isteri atau suami dan anak yang masih dalam 
tanggungan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang 
Pegawai Negeri Sipil. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) 
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 
(1)  PT Askes (Persero) mengajukan kebutuhan Dana APBN Yang 

Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero) setiap tahun 
kepada KPA paling lambat pertengahan bulan Januari. 

(1a) Besaran kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. besaran Iuran Asuransi Kesehatan yang dihitung 

berdasarkan: 
1. perkiraan penghasilan yang terdiri dari gaji/pensiun pokok 

dan tunjangan keluarga; 
2. perkiraan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Penerima 

Pensiun termasuk Menteri dan Pejabat Tertentu, serta 
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa 
Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, 
dan Hakim Agung Mahkamah Agung; dan 
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